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ABSTRACT

Mechanism of outsourcing labor relations there are three requirements that must be met, namely : 1. Conditions Material, namely : done separately from the main activity; Performed with direct or indirect orders from employers; an auxiliary enterprise as a whole; and does not directly inhibit the production process. 2. Conditions Formal, namely : the company must be a legal entity; must obtain permission from the operational agencies responsible for labor affairs at the Department of Labor local outsourcing company which is located.                          3. Conditions Substantially, the terms of employment are generally in the form of normative provisions and working conditions imposed on the employer company.

Outsourcing as a labor supply by others performed by first separating the main job (core business) with auxiliary enterprises (non-core) in a written document prepared by the management company. In doing outsourcing company outsourcing service users in collaboration with outsourcing companies, where the legal relationship embodied in a cooperation agreement that includes, among others, about the term of the agreement as well as any areas of cooperation which is a form of outsourcing. Employee signed an agreement with outsourcing outsourcing company outsourcing the user to be placed in the company.
As a result of the law in terms of labor delivery to third parties (outsourcing) in terms of material and formal requirements are not met, then the result will be null and void, the existing employment relationship switched from employment or employment agreement between workers/laborers with the recipient company chartering jobs/employment services provider/labor into employment or employment agreement between workers/laborers with labor service user companies/workers. In this case workers/laborers can apply to the determination of the Industrial Dispute Settlement agencies. Employee outsourcing for the service user is placed in the company outsourcing the work shall comply with the applicable provisions of the outsourcing companies in the agreement. Dispute resolution labor issues resolved internally between companies outsourcing services outsourcing to corporate users, it can also be done by holding a meeting with the workers/laborers to discuss labor issues that occur in the implementation of outsourcing.
Settlement disputes between workers/laborers with industrial outsourching outsourching be the sole responsibility outsourching enterprise itself. employment problems arising between enterprises with enterprise outsourching outsourching service users, diselesaiakan internally by the enterprise service users outsourching outsourching enterprises, it is also possible to have a meeting with the employee/labor to discuss the problems of employment that occurred in the execution outsourching.
ABSTRAK

Mekanisme hubungan kerja outsourching ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : 1. Syarat Materiil, yakni : dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. 2. Syarat Formil, yakni : perusahaan harus berbentuk badan hukum; harus mendapatkan ijin operasional dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja setempat dimana perusahaan outsourching tersebut berada. 3. Syarat Substansial, yakni syarat-syarat ketenagakerjaan secara umum berupa ketentuan normatif dan syarat-syarat kerja yang diberlakukan di perusahaan pemberi kerja.
Outsourching sebagai suatu penyediaan tenaga kerja oleh pihak lain dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan antara pekerjaan utama (core business) dengan pekerjaan penunjang perusahaan (non core business) dalam suatu dokumen tertulis yang disusun oleh manajemen perusahaan. Dalam melakukan outsourching perusahaan pengguna jasa outsourching bekerjasama dengan perusahaan outsourching, dimana hubungan hukumnya diwujudkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang memuat antara lain tentang jangka waktu perjanjian serta bidang-bidang apa saja yang merupakan bentuk kerjasama outsourching. Karyawan outsourching menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourching untuk ditempatkan diperusahaan pengguna outsourching. 
Akibat hukum apabila syarat materiil dan syarat formil tidak terpenuhi dalam  penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga (outsourching), maka akan berakibat batal  demi hukum, oleh karenanya hubungan kerja yang ada beralih dari hubungan kerja atau perjanjian kerja antara tenaga kerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan/perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh menjadi hubungan kerja atau perjanjian   kerja   antara  tenaga  kerja/buruh  dengan  perusahaan  pengguna  jasa tenaga kerja/buruh. Dalam hal ini tenaga kerja/buruh dapat mengajukan permohonan penetapan kepada lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pekerja/buruh outsourching selama ditempatkan di perusahaan pengguna jasa outsourching wajib mentaati ketentuan kerja yang berlaku pada perusahaan pengguna jasa outsourching. 
Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pekerja/buruh outsourching dengan perusahaan outsourching menjadi tanggung jawab sepenuhnya perusahaan perusahaan outsourching itu sendiri. Masalah-masalah ketenagakerjaan yang timbul antara perusahaan outsourching dengan perusahaan pengguna jasa outsourching, diselesaikan secara internal oleh perusahaan pengguna jasa outsourching dengan perusahaan outsourching, hal tersebut juga dapat dilakukan  dengan mengadakan pertemuan dengan pekerja/buruh  untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan outsourching.
I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul
Transformasi sosial, ekonomi dan politik terpenting dari era reformasi adalah pergeseran rezim, yaitu pergeseran dari sebuah rezim otoriter menjadi  sebuah rezim yang lebih liberal dan berorientasi pada pasar. Sejak tahun 1998 pemerintah Indonesia dengan bantuan “asistensi teknis” dari International Labour Organization (ILO) dan sebagian dukungan dana dari United State Agency for International Development (USAID), terutama melalui ILO-USA Project secara resmi memulai mega proyek yaitu Program Reformasi Hukum Perburuhan (Labour law Reform Programme). 
Program tersebut meliputi, “the review, revition, formulation or reformulation of practically all labour legislation with aview to madernizing and making it more relevant to and in step with a changing times and requirements of a free market economy” (penilaian, revisi, formulasi atau formulasi ulang terhadap praktek seluruh peraturan perburuhan dengan sebuah pandangan untuk memodernisasi dan membuatnya lebih sesuai dann  sejalan dengan waktu yang berubah dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi pasar bebas).
)
Perwujudan dari program reformasi hukum perburuhan tersebut adalah dilahirkannya   3   (tiga)   paket   undang-undang  ketenagakerjaan/perburuhan  baru  yang  disusun antara tahun 1998- 2004 yaitu :
1. Undang-Undang Nomor  21 Tahun  2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; dan

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
Ketiganya merupakan paket yang tak terpisahkan dan mengganti seluruh sistem hukum perburuhan Indonesia, khususnya sistem perburuhan yang dikembengkan sejak awal kemerdekaan. Ide utama dari program ini adalah mengadakan sistem hukum perburuhan baru yang mendukung efisiensi ekonomi dengan antara lain mengurangi ongkos produksi melalui pasar tenaga kerja yang luwes (flexible). 
Ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi sejarah baru dalam dunia perburuhan Indonesia. Salah satu perubahan yang mendasar adalah dimasukkannya pengaturan penyerahan pelaksanaan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atau yang lebih dikenal dengan istilah outsourcing. Di dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa : 
“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa tenaga kerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. 
Pasal ini menjadi landasan yuridis bagi suatu perusahaan  untuk tidak mengerjakan sebagian pekerjaannya  dengan tenaga kerja/buruh yang dimilikinya melainkan menggunakan jasa dari suatu perusahaan lain untuk mengerjakannya. Proses ini kemudian menjadikan hubungan antara tenaga kerja/buruh dengan perusahaan pemilik pekerjaan menjadi demikian longgar dan bahkan tidak bersangkutan sama sekali, kecuali dalam proses penyelesaian masalah ketenagakerjaan apabila perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan pengerah tenaga kerja tidak memenuhi syarat formil sebagai perusahaan pengerah tenaga kerja. 
Ada hal yang menarik dari praktik system kerja outsourching, apakah perusahaan outsourching melakukan efisiensi sehingga mereka tetap memperoleh keuntungan dari proses kerjasamanya dengan perusahaan pemberi pekerjaan, sedangkan mereka harus membayar  tenaga kerja/buruh yang dimilikinya ?, atau apakah tenaga kerja outsourching memiliki produktivitas yang sangat tinggi             sehingga mampu menutupi seluruh biaya operasional perusahaan                 outsourching untuk tetap mendapatkan keuntungan yang memadai ?, ataukah justru telah terjadi pelanggaran hak-hak tenaga kerja/buruh dalam rangka meningkatkan produktivitas dan menutupi biaya operasional perusahaan outsourching tersebut ?. Permasalahan-permasalahan yang penulis kemukakan sangat  menarik dikaji sehingga penulis bermaksud melakukan penelitian dengan menjadikan PT. Syabilla Rizki Abadi Samarinda sebagai perusahaan pemberi pekerjaan dan CV. Rimas Ayu Samarinda sebagai perusahaan penerima pemborongan pekerjaan sebagai tempat penelitian. Hal paling menarik adalah, apakah dalam penyerahan sebagaian pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 65 ayat (2) dan (3), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor : Kep.101/Men/ VI/2004 Tentang  Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh, dan  Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada perusahaan Lain ?.  
Untuk mendapatkan kejelasan dan jawaban dari berbagai pertanyaan yang penulis sampaikan di atas, maka penulis mengangkatnya ke dalam penulisan skripsi yang  penulis beri judul Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourching) Studi Kasus Di PT. Syabilla Rizki Abadi Samarinda dan CV. Rimas Ayu Samarinda.

II KERANGKA TEORITIS
A. Pengertian Tenaga Kerja
Secara umum, tenaga kerja dalam dunia industrial merupakan orang yang menjual tenaganya secara sukarela kepada pemberi kerja, dalam hal ini adalah pengusaha atau pemilik modal, untuk mendapatkan upah atau penghasilan demi kebutuhan hidupnya. Jadi bisa dikatakan bahwa definisi singkat dari tenaga kerja adalah orang yang menjual tenaganya untuk mendapatkan upah atau imbalan.
Gunawi Kartasapoetra dalam bukunya berjudul, Hukum Perburuhan Di Indonesia (1985 : 17), menyatakan bahwa :
“Tenaga Kerja adalah para tenaga kerja yang bekerja pada  perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha atau majikan yang bertenggung jawab atas lingkungan perusahaannya, untuk mana tenaga kerja itu memperoleh upah atau jaminan hidup lainnya yang wajar”.
)
Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 3, memberikan pengertian, “pekerja/buruh adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pengertian ini agak umum, namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan akan arti imbalan juga perlu dipertegas, sebab pengertian umum tentang imbalan, biasanya hanya diidentikkan hanya dengan uang, padahal ada juga orang yang bekerja, tapi menerima imbalan dalam bentuk barang.

B. Pengertian Upah
Hak pekerja/buruh ketika telah memberikan hasil dari kerjanya kepada pengusaha adalah upah. Besarnya upah ditentukan oleh banyak faktor antara lain status kerja, waktu kerja lembur dan tunjangan-tunjangan. Definisi upah berdasarkan Pasal 1 point 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 102 Tahun 2004  tentang  Waktu  Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur adalah sebagai berikut :

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja /buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan." 
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan pengupahan adalah sebagai berikut :

1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Kerja Lembur;

3.
Peratauran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum; 

4.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah; dan

5.
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 1990 tentang Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.
Pemberian upah kepada tenaga kerja/buruh dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja/buruh atas prestasinya yang telah diberikan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada:
1. Biaya kebutuhan hidup minimum pekerja/buruh;
2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja;
3. Produktivitas kerja;
4. Tekanan yang dapat diberikan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada pengusaha; dan
5. Perbedaan jenis pekerjaan.
C. Pengertian Pengusaha dan Perusahaan
Selain pengertian Pekerja/buruh perlu pula dikemukakan pengertian pengusaha dan perusahaan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan disebutkan bahwa majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh sama halnya dengan istilah buruh. Istilah majikan juga kurang sesuai dengan konsep Industrial Pancasila karena istilah majikan berkonotasi sebagai pihak yang selalu di atas sebagai lawan atau kelompok penekanan dari buruh padahal antar buruh dan majikan secara yuridis   merupakan    mitra   kerja   yang   mempunyai   kedudukan   yang   sama, 
lebih tepat bila disebut dengan istilah pengusaha. Sehubungan dengan  hal-hal  yang telah dikemukakan tersebut diatas,  maka  pemerintah  mempertegas  pengertian  pengusaha  dan perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 point 5 dan 6, sebagai berikut :
(5)
Yang dimaksud dengan pengusaha adalah : 

a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perorangan, persekutuan atau badan yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

(6)
Yang dimaksud dengan perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

D.
Pengertian Outsourching

Pengertian outsorching secara bahasa adalah out yang berarti keluar dan source yang berarti sumber. Dengan demikian dapat diartikan secara sederhana bahwa outsourcing adalah “mengambil sumber dari luar”. Bila dikaitkan dengan kerangka konseptual ketenagakerjaan, dapat diartikan bahwa dengan pelaksanaan outsourcing, suatu perusahaan menyerahkan segala sesuatu terkait aspek ketenagakerjaan tenaga kerja, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja kepada pihak luar. Penyerahan dimaksud berarti menyerahkan suatu aktivitas perusahaan, yaitu aktivitas pengelolaan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) kepada pihak luar. Mekanisme penyerahan tersebut harus dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Perusahaan yang menyerahkan sebagian aktivitasnya memiliki tujuan untuk mendapatkan layanan jasa pekerjaan dari pihak luar, dan pihak luar dimaksud bertujuan mendapatkan fee atas pelayanan yang diberikannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa outsourcing bertujuan untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan dan mendapatkan layanan jasa pekerjaan dengan memberikan sejumlah fee kepada pihak luar.
Dasar hukum pelaksanaan outsourching di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 64, 65 , dan 66, dan selanjtnya secara tehnis pelaksanaaanya diatur dalam . Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kepmenakertrans RI) Nomor : Kep.101/Men/ VI/2004 Tentang  Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh, dan  Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permenakertrans RI) Nomor 19 Tahun 2012 tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan peluang kepada perusahaan untuk dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan di dalam perusahaan, kepada perusahaan lainnya melalui: pemborongan pekerjaan, atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (PPJP). Dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut, kedua bentuk kegiatan dimaksudkan dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. 
Dari dapat ditarik suatu definisi operasional mengenai outsourching yaitu suatu perjanjian kerja antara  perusahaan A sebagai pengguna jasa dengan perusahaan B Sebagai penyedia jasa, dimana perusahaan A meminta kepada perusahaan B untuk melaksanakan pekerjaan di perusahaan A dengan membayar sejumlah uang atau upah sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama.

E.
Pengertian Perjanjian Kerja
Perikatan atau perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda Verbintenis yang memiliki arti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan ikatan. Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji untuk mentaati apa yang tersebut di dalam persetujuan tersebut. Sedangkan setuju berarti sepakat, mufakat satu akur. Dengan demikian maka persetujuan merupakan perhubungan yang belum terikat, sedangkan perikatan adalah persetujuan yang sudah mengikat.
) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pada pasal 1313, menjelaskan bahwa : 
       
“Suatu Perjanjian adalah suatu Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 
Dalam hubungan industial, dikenal adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan suatu ikatan kerja yang secara prinsip dibuat antara pihak-pihak atau unsur-unsur yang ada dalam hubungan industrial, yakni antara pihak pengusaha sebagai orang yang memberi kerja, dan pihak tenaga kerja sebagai orang yang dipekerjakan. Adapun konsepsi tentang perjanjian kerja dalam  peraturan  ketenagakerjaan di Indonesia,  telah  diatur di dalam pasal 1 angka 14, Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa :

“Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara tenaga kerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.
Selain itu pengertian mengenai Perjanjian Kerja juga dikemukakan oleh seorang pakar Hukum perburuhan Indonesia, yaitu Iman Soepomo, Beliau mengemukakan bahwa :

“Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh, mengikatkan diri untuk tenaga kerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan  membayar upah”.
)
Selanjutnya perihal pengertian perjanjian kerja, juga ditanggapi oleh R. Subekti yang menyatakan bahwa :
“Perjanjian Kerja merupakan perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri; adanya satu upah gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (bahasa belanda “dierstverhanding) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberi perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain-lain”.
)
E. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial
Perselisihan merupakan terjemahan bebas dari bahasa Inggris conflict yang berarti pertentangan. Berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dinyatakan : 

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh karena adanya perselihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan antar serikat tenaga kerja dalam satu perusahaan”.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 2 membedakan jenis perselisihan hubungan industrial ke dalam 4 macam perselisihan yaitu :
1. Perselisihan Hak
Yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya  perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
2. Perselisihan Kepentingan
Yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Yaitu  perselisihan yang    timbul    karena    tidak    adanya    kesesuaian    pendapat   mengenai  hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
4. Perselisihan Antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Satu Perusahaan.

Yaitu perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Mekanisme Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (outsourching)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada  beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sebagai berikut :
1.
Syarat Materiil

Syarat Materiil adalah kriteria suatu jenis pekerjaan yang dapat atau tidak dapat diserahkan kepada perusahaan lain (perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perushaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh). Syarat materiil dalam pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3, 5, 6, 7, 17 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaaan Lain.
Pada intinya ketentuan tersebut diatas mensyaratkan , bahwa Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.
Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

b.
Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

c.
Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan

tidak menghambat proses produksi secara langsung.
PT. Syabilla Rizki Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan Batu Bara, berlokasi di wilayah hukum Kota Samarinda tepatnya di Desa Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Dalam program peningkatan keuntungan usaha, PT. Syabilla Rizki Abadi menerapkan berbagai program efesiensi biaya produksi (production cost), salah satunya adalah menekan biaya pada proses produksi pada tahap Pengupasan Tanah Pucuk (top soil) dan Pengupasan Tanah Penutup (strapping overburden). PT. Syabilla Rizki Abadi menyerahkan pelaksanaanya (memborongkan) Pengupasan Tanah Pucuk (top soil) dan Pengupasan Tanah Penutup (strapping overburden). kepada perusahaan lain, yaitu CV. Rimas Ayu. Penyerahan sebagaian pelaksanaan pekerjaan ini lazim disebut dengan istilah outsourching. 
Pengupasan Tanah Pucuk (top soil) adalah kegiatan pengupasan tanah lapisan atas dengan kedalaman maksimal satu meter dari permukaan tanah atas. Tanah tersebut dipindahkan ke tempat lain untuk menyelamatkan agar tidak rusak unsur tanah yang masih asli, sehingga tanah pucuk ini dapat diguanakan dan ditanami kembali untuk kegiatan reklamasi. Tanah pucuk yang dikupas tersebut akan dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara atau langsung di pindahkan ke timbunan. Hal tersebut bergantung pada perencanaan dari perusahaan.
Pengupasan Tanah Penutup (stripping overburden) adalah pengerukan/pengupasan tanah yang berada diatas lapisan batu bara hingga terlihat batu bara yang siap digali untuk dilakukan proses produksi lebih lanjut. Bila material tanah penutup merupakan material lunak (soft rock) maka tanah penutup tersebut akan dilakukan penggalian bebas. Namun bila materialnya merupakan material kuat, maka terlebih dahulu dilakukan pembongkaran dengan peledakan (blasting) kemudian dilakukan kegiatan penggalian. Peledakan yang akan dilakukan perlu dirancang sedemikian rupa hingga sesuai dengan produksi yang diinginkan.
Sesuai sesuai hasil penelitian jenis pekerjaan yang diserahkan (diborongkan) oleh PT. Syabilla Rizki Abadi kepada CV. Rimas Ayu tersebut adalah pekerjaan yang tidak terpisah dari proses produksi. Kegiatan tersebut merupakan core activity (kegiatan pokok) perusahaan. Kegiatan Pengupasan Tanah Penutup (top soil) dan Pengupasan Tanah Penutup (strapping overburden) merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari proses produksi penambangan Batu Bara. Penggalian/pengerukan Batu Bara sebagai produksi dalam usaha pertambangan Batu Bara tidak akan dapat dilakukan sebelum tanah yang menutup lapisan Deposit Batu Bara dikupas terlebih dahulu. 

Dengan demikian dalam pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan PT. Syabilla Rizki Abadi tidak memenuhi syarat materill, dan telah melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 

2.
Syarat Formil
Yakni syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan perusahaan pemborongan pekerjaan untuk dapat melaksanakan  pekerjaan yang diberikan oleh pengguna jasa outsourching, yakni harus berbentuk Badan Hukum dan mendapatkan ijin operasional dari Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dimana perusahaan pemborongan pekerjaan itu berada.
Syarat formil bagi perusahaan pemborongan pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan diatur berdasarkan ketentuan,  sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 65 ayat (3), yang berbunyi “Perusahaan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berbentuk badan hukum”.
b. Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain :

Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan: 

(1) berbentuk badan hukum; 

(2) memiliki tanda daftar perusahaan; 

(3) memiliki izin usaha; dan 

(4) memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. 
Dari kedua ketentuan tersebut diatas jelas bahwa persyaratan formil perusahaan pemborongan pekerjaan adalah wajib berbadan hukum serta memperoleh ijin operasional dari  instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan,  juga menyebutkan bahwa provider merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang diperbolehkan menjadi provider adalah badan usaha yang berbadan hukum. 
Secara umum badan usaha dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum antara lain : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perusahaan-perusahaan milik Negara, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain : Perusahaan Dagang (PD), Persekutuan Perdata (Maatschaap), Firma (Fa), dan Persekutuan Komanditer / Commanditaire Vennootschap (CV).
)
Persekutuan komanditer (CV) dapat berstatus badan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Dalam KUH Dagang tidak mengatur mengenai status badan hukum persekutuan komanditer. Oleh karena itu, bagi persekutuan komanditer yang hendak mendapatkan status hukum dapat merujuk pada Stb. 1870-64 tentang pengakuan badan hukum, yaitu dengan pengakuan oleh Menteri Kehakiman yang diberikan melalui pengesahan akta pendirian (memuat Anggaran Dasar) yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian yang sudah disahkan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang. Setelah disahkan dan didaftarkan kemudian diumumkan dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara.
Sesuai hasil penelitian penulis memperoleh data, bahwa CV. Rimas Ayu adalah Persekutuan Komanditer / Commanditaire Vennootschap (CV) yang staus badan usahanya  tidak berbadan hukum. Dengan demikian dalam mekanisme penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh  PT. Syabilla Rizki Abadi kepada CV. Rimas Ayu dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. 

3.
Syarat Substansial
Syarat substansial meliputi berbagai ketentuan di bidang kesejahteraan tenaga kerja berupa hak-hak normatif dan syarat-syarat kerja  yang harus dipenuhi oleh perusahaan pemborongan pekerjaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan penerima kerja, sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Syarat substansial yang harus dipenuhi perusahaan pemborongan pekerjaan dalam pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut :

a. Adanya hubungan kerja dan perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan penerima pemborongan;
b. Adanya perlindungan kesejahteraan; dan
c. Adanya syarat-syarat kerja.
Dalam syarat substansial CV. Rimas Ayu telah melanggar perlindungan kesejahteraan. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah identik dengan upah. Pada tahun 2014 Gubernur Propinsi Kalimantan Timur menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Sektor Tambang Batu Bara Kota Samarinda sebesar               Rp. 2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan.  

Berdasarkan Pasal 1 point 1 s/d 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
CV. Rimas Ayu membayar upah terendah kepada pekerjanya sebesar Rp. 2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan untuk kerja reguler reguler (7 jam sehari atau 40 jam seminggu). Upah Minimum tersebut termasuk didalamnya tunjangan uang makan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari atau  Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan pada asumsi dalam satu bulan efektif hari kerja 25 (dua puluh lima) hari. Sistem perhitungan tunjangan uang makan yang diterapkan di CV. Rimas Ayu adalah apabila pekerja tidak masuk bekerja, tunjangan uang makan dipotong sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari tidak masuk bekerja. 
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah dan  penjelasan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.
Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa status tunjangan uang makan yang diterapkan oleh CV. Rimas Ayu adalah termasuk katagori tunjangan tidak tetap, yang berarti komponen tunjangan uang makan tersebut tidak termasuk komponen Upah Minimum. Dengan demikian Upah Minimum yang dibayarkan oleh CV. Rimas Ayu kepada pekerja terdapat kekurangan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan per satu orang pekerja. Sesuai dengan data yang diperoleh terdapat 25 (dua puluh lima) orang pekerja CV. Rimas Ayu yang mengalami kekurangan pembayaran Upah Minimum. 
B. Akibat Hukum Terhadap Penyimpangan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourching)
1. Akibat Hukum

Dari 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerima pemborongan pekerjaan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas,  ada 2 (dua) syarat mutlak yang harus dipenuhi dan  sangat mendasar, yaitu  syarat materiil dan syarat formil.
Sesuai dengan hasil penelitian, dalam pelaksanaan penyerahan sebagaian pelaksanaan pekerjaan dari PT. Syabilla Rizki Abadi (perusahaan pemberi pekerjaan) kepada CV. Rimas Ayu (perusahaan penerima pekerjaan) tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil, yaitu :

a. Syarat materiil

Pengupasan Tanah Pucuk (top soil) dan Pengupasan Tanah Penutup (stripping overburden) bukan kegiatan penunjang, melainkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, yang mana kegiatan tersebut merupakan core business (kegiatan pokok) PT. Syabilla Rizki Abadi.

b. Syarat formil

Sesuai data yang diperoleh, CV. Rimas Ayu yang berkedudukan sebagai perusahaan penerima pemborongan pekerjaan adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum.

Disamping tidak memenuhi Syarat Materiil dan Syarat Formil, dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut juga tidak memenuhi syarat substansial, yaitu membayar upah dibawah Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Sektor Tambang Batu bara kota Samarinda.
Dalam hal persyaratan materiil dan persyarataan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaaan Kepada perusahaan Lain tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara tenaga kerja dengan perusahaan penerima pekerjaan (CV. Rimas Ayu) beralih menjadi hubungan kerja antara tenaga kerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (PT. Syabilla Rizki Abadi). 
2. Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut :
a. Penyelesaian secara Bipartit

Yaitu perundingan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pengusaha dan pekerja. Dalam perundingan Bipartit menerapkan asas musyawaraah mufakat. Apabila dalam  Bipartit  gagal  tercapai  kesepakatan,  maka  para pihak dapat mengajukan permohonan Mediasi kepada Disnaker setempat.

b. Penyelesaian melalui Mediasi

Yaitu Penyelesaian perselisihan dilakukaan oleh Mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat. Apabila tidak tercapai kesepakatan Mediataor menerbitkan Anjuran Tertulis. Bagi pihak yang keberatan atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. 

c. Penyelesaian melalui Konsiliasi

Penyelesaian perselisihan melalui Konsiliasi  dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada instansi yang bertanggungjawab pada ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat. Apabila tercapai kesepakatan Konsiliator membantu membuat Perjanjian Bersama (PB), dan apabila tidak tercapai kesepakatan Konsiliator menerbitkan Anjuran Tertulis. Bagi pihak yang keberatan atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
d. Penyelesaian melalui Arbitrase

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Arbitrase meliputi pereselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Putusan Arbitrase bersifat mengikat para pihak. Apabila ada pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan Pembatalan ke Mahkamah Agung. 
e. Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

1) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

2) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

3) di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

4) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

f. Penyelesaian perselisihan oleh Mahkamah Agung

Penyelesaian perselisihan oleh Mahkamah Agung adalah final dan Putusanya bersifat mengikat. Waktu penyelesaian perselisihan selama 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak permohonan kasasi diterima oleh kepaniteraan. 
IV P E N U T U P
A. Kesimpulan
1. Mekanisme hubungan kerja outsourching ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :
a. Syarat Materiil, meliputi :
1) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
2) dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
3) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
4) tidak menghambat proses produksi secara langsung.
Outsourching sebagai suatu penyediaan tenaga kerja oleh pihak lain dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan antara pekerjaan utama (core business) dengan pekerjaan penunjang perusahaan (non core business) dalam suatu dokumen tertulis yang disusun oleh manajemen perusahaan. Dalam melakukan outsourching perusahaan pengguna jasa outsourching bekerjasama dengan perusahaan outsourching, dimana hubungan hukumnya diwujudkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang memuat antara lain tentang jangka waktu perjanjian serta bidang-bidang apa saja yang merupakan bentuk kerjasama outsourching. Karyawan outsourching menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourching untuk ditempatkan diperusahaan pengguna outsourching.
b. Syarat Formil, yakni :
1) Perusahaan harus berbentuk badan hukum; dan

2) Harus mendapatkan ijin operasional dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kota Samarinda, dimana perusahaan outsourching tersebut berada.
c. Syarat Substansial
Yakni syarat-syarat ketenagakerjaan secara umum berupa ketentuan normatif dan syarat-syarat kerja yang diberlakukan di perusahaan pemberi kerja.
2. Sebagai akibat hukum dalam hal penyerahan tenaga kerja kepada pihak ketiga (Outsourching), dalam hal syarat materiil dan syarat formil tidak terpenuhi, maka berakibat batal  demi hukum. Hubungan kerja yang ada beralih dari hubungan kerja atau perjanjian kerja antara tenaga kerja/buruh dengan perusahaan penerima pekerjaan  menjadi hubungan kerja atau perjanjian kerja antara tenaga kerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Dalam hal ini tenaga kerja/buruh dapat mengajukan permohonan penetapan kepada lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pekerja/Buruh outsourching selama ditempatkan  di perusahaan pengguna jasa outsourching wajib mentaati ketentuan kerja yang berlaku pada perusahaan outsourching dalam perjanjian kerja bersama. Mekanisme Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI),  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor : Kep.101/Men/ VI/2004 tentang  Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh, dan  Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada perusahaan Lain.
B. Saran – saran
1. Pada saat sekarang  ini outsourching sudah menjadi suatu keniscayaan yang mewarnai perjalanan hubungan kerja atau perjanjian kerja di Indonesia, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pelaksanaan outsourching sudah demikian jelas dan gamblang, namun  dalam pelaksanaannya masih terdapat demikian banyak praktik menyimpang baik yang disebabkan oleh pemahaman yang rendah terhadap hukum ketenagakerjaan maupun kesengajaan untuk melanggar ketentuan-ketentuan tersebut demi mengerjar  keuntungan yang lebih besar. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar pelaksanaan outsourching dapat berjalan sesuai dengan konsepsi sesungguhnya sebagaimana yang tercantum dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : membuat ketentuan dan kriteria yang tegas dan jelas mengenai batasan suatu pekerjaan dalam berbagai sektor usaha, dan pekerjaan yang mana saja yang termasuk ke dalam pekerjaan utama atau core business dan yang mana  termasuk ke dalam kegiatan penunjang atau non core business.
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang outsourching secara terus-menurus dengan melibatkan bayak stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan outsourching terutama  pengusaha, baik pengusaha pemberi kerja maupun pengusaha penerima pekerjaan yang menjadi obyek outsourching, tenaga kerja/buruh, perurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh,  para aktivis atau praktisi hukum ketenagakerjaan, dan Pegawai Pengawas instansi ketenagakerjaan;
3. Mngintensifkan peranan Pegawai Pengawas Instansi Ketenagakerjaan dalam mengawasi pelaksanaan outsourching agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Diberlakukan penetapan sanksi tegas terhadap perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan outsourching baik perusahaan pemebri kerja maupun perusahaan penerima pekerjaan.
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